KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS I

Nomor : W5.U6/ (82 /OT.0/1/2022

TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN

DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas, tanggung jawab dan
wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il dipandang perlu
untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian

kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para
Pelanggan Pengadilan;

b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi
terhadap keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan Standar

Operasinal Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing
bidang.;

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan:;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36
Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan:

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS I
TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II:

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas I
Nomor : W5-U6/1683/KP.01/VI1/2021, Tanggal 12 Juli 2021:

Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |I

wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;

Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pelanggan
Pengadilan apabila adanya keterlambatan Pelayan Pelanggan Pengadilan
yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP)

yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Negeri
Muara Bulian Kelas II;



KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan
Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya
keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan Pengadilan berhak atas
kompensasi berupa :

a. Keterlambatan 0-30 menit, diberikan sebuah Mangkok Keramik Kecil
b. Keterlambatan 30-60 menit diberikan sebuah Gelas Keramik

KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan
diberikan kepada staf pelaksana pelayanan sampai dengan koordinator
pengawas yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan, di mana beban
biaya tersebut ditanggung dari Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |I:

KEENAM . Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di  : MUARA BULIAN
_Pada Tanggal : 3 Januari 2022




DOKUMEN ASLI |

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS Il
Nomor : W5.U6/<{2 [KP.0//2022

TENTANG
TIM REWARD DAN PUNISMENT
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS #i
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Reward dan Punisment kepada para
Pegawai yang berprestasi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas II;

b. Bahwa dalam rangka kedisiplinan para aparatur negara atau para Pegawai
Neri Sipil/Honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Ii
menunjukkan kinerja yang optimal khususnya untuk melayani masyarakat
dan juga untuk mendukung kemajuan di Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas II;

c. Upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan melalui
penerapan Reward dan Punisment yang dilakukan secara berimbang
untuk mendorong peningkatan kualitas kerja pada Pegawai Negeri Sipil;

d. Bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan Reward dan Punisment periu
dibentuk Tim yang untuk selengkapnya disebut dalam lampiran keputusan

ini;
Mengingat - 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004: jo Undang-Undang Rl Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETUGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN TENTANG
TIM REWARD DAN PUNISMENT PADA PENGADILAN NEGERI MUARA
BULIAN KELAS Ii

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas i
Nomor W5-U6/1557/KP.01/1X/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Tim
Reward dan Punisment pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;

Melaksanakan Surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Negern Muara Bulian Kelas Il

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempumakan sebagaimana
mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 3 Januari 2022




Lampiran : Surat Keputusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas ||

Nomor :W5.Ue/ /KP.0/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
TIM REWARD DAN PUNISMENT
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS I
TAHUN 2022
NO | NAMA/NIP ! JABATAN | JABATAN DALAM TIM
1 | SRIPENI YUDAWATI, SH | Wakil Ketua ' Ketua

' NIP. 19781003 200212 2 004 l

2 | HENY DWITARUM, SH Hakim Wakil Ketua
| ’ NIP. 19880622 201712 2 002

' 3 | ALIDINSH Panitera | Anggota
' | NIP. 19710207 199303 1 004

4 | ASMINAR FITRIYANI, S.E Sekretaris Anggota
NIP. 19741019 199403 2 002

|

5 | ROSDIANA Kepala Sub. Bagian Anggota
' | NIP. 19650817 198312 2 001 Kepegawaian dan Ortala

Ditetapkandi  : MUARA BULIAN
__Pada Tanggal :3 Januari 2022

/SSERT I
ETUAPENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
5 DY V7 s\-A

- ~NP. 19760511 200012 1 001

-



Lampiran

Tanggal

: Surat Keputusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas i
- W5.Us/ /KP.0/1/2022
: 3 Januar 2022

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai Implementasi Reformasi

Birokrasi menuju wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagai satuan kera yang terdapat dalam Lembaga

Mahkamah Agung RI, wajib memiliki

dan menerapkan Sistem Sanksi (punishment)

dan penghargaan (reward) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi bagi
penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur
(SOP) yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Maksud dan Tujuan

Sistem ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pejabat dan pelaksana
layanan di Lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk
mengimplementasikan budaya pelayanan prima dalam melaksanakan tugas dan

fungsi peradilan tingkat pertama;

Tujuan ditetapkannya system ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana layanan senantiasa hati-hati dalam memberikan layanan dan
tidak menyimpang dari SOP agar terhindar dan Sanksi yang diberikan oleh
Pimpinan organisasi;

2. Pelaksana layanan senantiasa berlomba-lomba membuat inovasi
pelayanan untuk menjaga dan meningkatkan budaya pelayanan prima
kepada masyarakat pencar keadilan dan pihak terkait:

3. Penerima layanan memperoleh kompensasi bila layanan tidak sesuai dengan
standar pelayanan,

4. Pimpinan organisasi memiliki dasar bertindak dalam menerapkan sanksi
dan penghargaan bagi pelaksana layanan, serta memberikan kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;

C. Pengertian

1.

Sanksi  atau Punishment adalah tindakan atau hukuman vyang diberikan
kepada pelaksana layanan bilamana memberikan atau tidak

memberikan layanan yang menyimpang dari standar pelayanan (SOP);



2. Penghargaan atau reward adalah ganjaran (hadiah)/penghargaan yang
diberikan kepada Pelaksana layanan untuk memberikan motivasi agar
senantiasa meningkatkan produktifitas dan inovasi budaya pelayanan prima;

3. Kompensasi adalah berupa imbalan yang diberikan kepada penerima layanan
bilamana layanan yang diperoleh tidak sesuai dengan standar pelayanan;

4. Pimpinan adalah Pejabat tertinggi sampai terendah dalam satuan unit kerja
yang memiliki kompetensi untuk memberikan sanksi dan penghargaan serta

kompensasi kepada penerima layanan;



BAB i
SANKSI, PENGHARGAAN DAN KOMPENSASI

A. Sanksi dan Hukuman

1.

Pelaksanaan layanan yang tidak memberikan pelayanan atau memberikan
pelayanan tetapi tidak sesuai dengan standar pelayanan akan mendapatkan
sanksi atau hukuman yang diberikan oleh Pimpinan satuan kerfja;
Ketidaksesuaian pelayanan dapat diukur melalui standar pelayanan yang
telah ditetapkan oleh organisasi atas laporan atau komplain dar penerima
layanan yang ditindaklanjuti dengan penilaian dan Pimpinan unit kerja atau tim
pemeriksa yang dibentuk untuk memeriksa kebenaran atas laporan atau
komplain dari penerima layanan;

3. Sanksi atau hukuman yang diberikan dapat berupa:

a. Hukuman Teguran secara lisan

b. Hukuman membuat surat pemnyataan tidak akan mengulangi perbuatan
¢. Hukuman Teguran secara tertulis

B. Penghargaan dan reward

1. Pelaksana layanan yang memberikan pelayanan dengan baik secara terus

menerus sesuai standar  pelayanan yang telah ditetapkan organisasi
serta memiliki inovasi untuk meningkatkan budaya pelayanan prima
dapat diberikan penghargaan atau reward:

Penghargaan yang diberikan atas inovasi pelayanan yang diberikan
diperoleh pelaksana layanan setelah melalui pelayanan penilaian
Pimpinan atau tim penilai yang dibentuk untuk memberikan penilaian;
Penghargaan yang diberikan  berpedoman terhadap ketentuan perundang-
undangan tentang Aparatur Sipil Negara;

C. Kompensasi

1.

Penerima layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar pelayanan
dapat diberikan kompensasi;

2. Kompensas: diberikan oleh unit layanan setelah penerima layanan

mengajukan komplain atas layanan yang ditenima yang ditindakianjuti
dengan penilaian Pimpinan atau tim yang telah dibentuk;

3. Kompensasi yang diberikan dapat berupa

a. Meningkatkan kembali pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

b. Permintaan maaf dari pelaksana layanan;



c. Souvenir sesuai dengan kemampuan anggaran yang terdapat
dalam anggaran DIPA Pengadilan Negeri Muara Bulian

Ditetapkandi  : MUARA BULIAN

2 l-qu’\::l\d\a Tanggal : 3 Januari 2022

/ -
/™

S.H., M.H.
1001



